BAB V
KESIMPULAN

Dari hasil yang diperolen setelah menjalankan Praktek

Kerja Profess Apoteker di Apotek Viva Generik Kebonsari mulai

tanggal 16 Januari sampai dengan 17 Februari 2017, disimpulkan
sebagai berikut:

1.

Calon apoteker mampu meningkatkan pemahaman tentang peran,
fungsi, posis dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan
kefarmasian di apotek.

Caon apoteker  mendapatkan  wawasan,  pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan
pekerjaan kefarmasian di apotek.

Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan
mempelgari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di
apotek.

Calon apoteker memperoleh persigpan untuk memasuki dunia
kerja sebagail tenagafarmasi yang professional.

Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang
permasal ahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
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BAB VI
SARAN

Saran setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker

yang dapat diberikan kepada Apotek Viva Generik Kebonsari, adalah
sebagal berikut:

1.

Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker
membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan
dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan,
undang-undang kefarmasian serta mangemen apotek sehingga
pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan
ilmu tersebut secara efektif dan efisien.

Apotek Viva Generik Kebonsari disarankan untuk memperbaiki
sistem pengadaan obat agar tidak terjadi penolakan resep maupun
non resep terhadap pasien.

Ruang tunggu pasien dengan tempat penyimpanan dan peracikan
obat sebaiknya diberi sekat yang tidak transparan agar pasien
tidak bisa melihat proses peracikan obat.
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